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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 I sss / K / 4r t.Ot3 / 2022

TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area
perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan
struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat
proses;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Peratural Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta
Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ter:tang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2O 1O-2O25;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
20t8l'

6. Peraturan Menteri Pend.ayagunaan Aparatur Negara dart
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pen5,rrsunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor O3 Tahun 2O12
tentang Organisasi dan Tata Ke{a Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O2O;
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2078-2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun2022;

1O. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2Ol8-2O23 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor lO Tahun 2O22;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

PROSES BISNIS

KESATU Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan bagan yang digunakan untuk
mengindentifrkasi alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Nganjuk dilakukan secara berkala dan/ atau sesuai
kebrrtuhan.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Oktober 2O22

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM

SUTRISNO SH M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1001
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR r88 | 33s I Kl 4Lt.Or3 I 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

VISI:
TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT

(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)

Meningkatkan
keberpihakan

pemerintah dalam
peningkatan ekonomi
kerakyatan berbasis

pertanian dan potensi
lokal serta sektor

produktif lain berbasis
teknologl tepat guna

MISI IV:

Meningkatkan
kebanggaan

terhadapa kesenian,
kebudayaan dan

kearifan lokal yang
mampu rnendorong

pembangunan sektor
pariwisata

MISI V

Infrastruktur publik
yang memadai dan
berkualitas sebagai

penunjang
pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
dan perlindungan dari

bencana

MISI IV:

Meningkatkan
kualitas, pelayanan

dar mutu pendidikan
dan kesehatan untuk
menghasilkan sumber

daya manusia yang
berkualitas

MISI IU:

Mewujudkan
tatanan kehidupan
masyarakat yang

dinamis dan
harmonis,

berdasarkan
ketuhanan yang
maha esa, serta

dapat memelihara
kerukunan,

ketentradan dan
ketertiban

MISI I:

Meningkatkan kinerja
birokrasi yang bersih,

profesional dan
akuntabel laccountablQ

demi masyarakat
kabupaten nganjuk

yang efektif dan efrsien
melalui penyelengga-
raan pemerintahan

yang aspiratif,
parsipatif dan

transpararr

MISI II
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B. PETA PROSES BISNIS
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C. PETASUB PROSES
1. NGK.OI PENINGKATAN TATA KELOI,A PEMERINTAI{AN YANG BAIK

2. NGK.O2 PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAHDAERAII

3. NGK.O3 PENINGKATAN STAI}ILITAS SOSIAL
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4. NGK.04 PENINGKATAN KESEJAHTERTqT{{ MASYARAKAT

5. NGK.Os PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

6. NGK.O6 PENINGKATAN KESEHATAN MASYAIiTqIGT DAN PENGENDALTAN
PENDUDUK

7. NGK.O7 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK
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8. NGK.O8 PENINGKATAN PERTUMBU}IAN I-C,PANGAN USA]IA SEKTORPERTANIAN DAN PERIKANAN

9. NGK.Og PENINGKATAN VOLUME USAI]A SEKTOR INDUSTRI DANPERDAGANGAN

IO. NGK.IO PENINGKATAN PERLUASAN I-APANGAN PEKER.IAAN
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11. NGK.Il PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

12. NGK.12 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN DESA

13. NGK.13 PENINGKATAN DAYA SAING PARTWISATA
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14. NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN
TRADISI LOKAL DAERAH

15. NGK. 15 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

16. NGK.16 PENINGKATAN PEI{YELENCTGARAAN PENATAAN RUANG DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN
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17. NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
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D. PETARELASI ({

BPITAD SETDA DISKOMIIITFIO

IICSPEKTORA? SETWAIII DIIYAS ARPUS

BAPPEDA
BKPSDM

BAI'ETIBANGPOL SATPOL FP DISPEITDIl{ DII{AS ARPUS

DIIIIAS DAUI(AR
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DISPERIITDAG DINAS I(OP
UU DIS AKER

DPMPTSP
DIIAS PMD

DIAPORABUDPAR

DII{AS PUPN, DINAS PRKPP

DISHT'B
DINAS PUPR DINAS LH BPBD
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sesuai dengan aslinya,
AGIAN HUKUM
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Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 28 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
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NrP. 196805 l 199202 l 001
MARHAEN DJUMADI
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